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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya tua adat 

melestarikan tradisi upacara adat Hamis (syukuran) hasil panen di Desa 

Babulu Induk Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka di atas, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1) Salah satu upaya yang dilakukan oleh para tua adat di Desa Babulu Induk 

untuk melestarikan upacara adat Hamis (syukuran hasil panen) adalah 

melalui pembuatan larangan atau aturan sehingga masyarakat tidak 

melakukan panen sebelum masa panen tiba,meski demikian masih ada 

beberapa anggota masyarakat kurang mentaati norma tradisi hamis pada 

saat ini. 

2) Tradisi Hamis (syukuran hasil panen) telah disesuaikan dengan tuntutan 

dan perkembangan zaman dimana tidak semua hasil panen dilarang 

melainkan hanya hasil tanaman yang ditanam saat musim penghujan tiba 

sedangkan hasil-hasil bumi atau tanaman umur panjang tidak di larang 

karena faktor tuntutan kebutuhan ekonomi di masa kini. 

3) Tingkat kepatuhan masyarakat Suku Lusin dan suku Weoe terhadap 

larangan yang telah sepakati oleh para tua adat sudah cukup baik walaupun 

masih ada yang melanggar larangan tersebut. 

4) Para tua adat di Desa Babulu Induk menerapkan dua sanksi (hukuman) adat 

yakni sanksi (hukuman) langsung dan sanksi (hukuman) tidak langsung, 
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yang dimana sanksi (hukuman) langsung diterapkan oleh para tua adat  

secara langsung sedangkan sanksi (hukuman) tidak langsung akan 

ditanggung sendiri oleh si pelanggar dalam bentuk malapetaka yang akan 

menimpanya.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 

menyarankan bahwa: 

1)  Diperlukan himbauan dari tua adat bagi seluruh anggota masyarakat adat 

agar tetatp mentaati norma tradisi hamis terutama saat dilakukan ritual adat 

hamis. 

2)  Masyarakat Desa Babulu Induk perlu mematuhi larangan yang telah 

disepakati bersama oleh anggota suku sehingga upacara adat hamis 

(syukuran hasil panen) tetap terjaga dan tidak punah. 

3) Sanksi yang diberikan harus benar-benar diterapkan sehingga masyarakat 

Desa Babulu Induk benar-benar mematuhi larangan yang telah disepakati 

bersama.  
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